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ABSTRAK 
Kesejahteraan anak merupakan hal yang perlu diwujudkan sebagai upaya 

perlindungan terhadap anak. Hak-hak anak yang ada perlu dipenuhi tanpa 

perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk 

di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan 

dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Namun pada kenyataannya masih marak terjadi kejahatan 

pada Anak dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual.  

Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam studi kasus di 

Pengadilanl Negeril Kudus, Perlindunganl  Hukuml Hakl Anakl Korbanl dalaml 

Prosesl Penyelesaianl Perkaral Pidanal Anakl  seperti yang tercantum dalam 

Undang-Undang No.35 Tahun 2014, korbanl memperolehl jaminan ataul santunanl 

hukuml atasl penderitaan/kerugianl orangl yangl telahl menjadil korbanl tindakl 

pidana,l bentukl santunanl itul dapatl berupal pemulihanl namal baikl 

(rehabilitasi),l pemulihanl keseimbanganl batinl (antaral lainl denganl pemaaafan),l 

pemberianl Restitusi.l  

Dalam proses persidangan Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri 

Kudus, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Penegak Hukum seperti terdapat 

kesulitan dalam penyelesaian Restitusi, terlebih dari itu yang berkaitan dengan Hak 

Anak, saksi anak tidak bisa leluasal untukl menelusuril perkaral yangl sedangl 

diprosesl karenal perkaral tersebutl telahl diwakilkanl kepadal Jaksal sebagail 

orangl yangl lebihl berwenangl dalaml prosesl persidangan.l  

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Anak, Pidana 
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ABSTRACT 

 Child welfare is something that needs to be realized as an effort to 

protect children. The existing rights of children need to be fulfilled without 

discriminatory treatment. The state upholds human rights, including children's 

rights which are marked by the guarantee of protection and fulfillment of 

children's rights in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. . 

 By using a sociological juridical approach in a case study at the Kudus 

District Court, Legal Protection of Child Victims' Rights in the Settlement 

Process of Child Criminal Cases as stated in Law No. 35 of 2014, victims 

receive guarantees or legal compensation for the suffering/losses of persons 

who have been harmed. become a victim of a criminal act,  the form of 

compensation, it can be in the form of good moral recovery (rehabilitation),  

restoration of mental balance (among other things with forgiveness),  granting 

of restitution.  

 In the trial process for the Criminal Act of Children at the Kudus 

District Court, there were several obstacles faced by law enforcers such as 

difficulties in resolving restitution, especially those relating to children's 

rights, child witnesses could not be free to investigate the case that was being 

processed because the case had been represented. to the Prosecutor as the 

person who has more authority in the trial process. 

 

Keywords: Legal Protection, Child Victims, Criminal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu 

bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak 

perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, 

perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak 

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa 

perlakuan diskriminatif.1 

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya 

hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan 

pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan 

baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini 

dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu 

pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 

Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child 

(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).2 

                                                           
1 Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
2 Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan 

Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin 

terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. 

Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan 

jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang 

sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga 

dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh 

Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu 

penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.3 

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain 

persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari 

kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual 

anak.4 

Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang 

menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan 

Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan 

terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, 

tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaanya Undang-Undang tersebut 

telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

                                                           
3 Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
4 Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai 

manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.5 

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum 

dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara 

peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi 

lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah 

kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan 

yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.6 

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak 

diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan 

Anak.7 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi 

pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan 

efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan 

kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. 

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau 

                                                           
5 Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
6 Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
7 Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang 

sama.8 

Pengertian istilah korban tindak pidana sudah dikenal sejak adanya 

kejahatan dan pelaku kejahatan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak 

akan ada kejahatan tanpa adanya pelaku. Arif Gosita mengatakan korban 

adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 

tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau 

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. 

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang 

perseorangan atau individu akan tetapi seiring perkembangannya, korban 

kejahatan tidak saja individu, tetapi menjadi lebih luas seperti banyaknya 

jumlah korban, korporasi, institusi dan juga Negara.9 

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak :10 

“Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, 

pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial professional dan tenaga 

kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau 

pemberi bantuan hukum lainnya wajib memerhatikan kepentingan terbaik 

buat anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”. 

                                                           
8 Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
9 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta: Sinar  

Grafika, 2011), hlm. 19. 
10 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
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Perlindungan bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan 

hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights 

and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan 

dengan kesejahteraan anak. Jadi, perlindungan hukum bagi anak mencakup 

ruang lingkup yang luas. Ruang lingkup perlindungan bagi anak mencakup: 

perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi 

anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang 

berkaitan dengan kesejahteraan anak.11 

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan 

bentuk beragam. Misalnya tentang keadilan Restoratif. Surat keputusan 

bersama tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan khusus dengan 

menerapkan keadilan Restoratif bagi anak yang berhadapan dengan 

Hukum.12 

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan di 

dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, 

tetapi juga orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Anak yang menjadi 

korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma 

berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan mereka tidak dapat 

melupakan peristiwa buruk yang mereka alami.13 

                                                           
11 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana, ( 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 153. 
12 Apong Herlina dkk., Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum 

(Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 14. 
13 Sri Endah Wahyuningsih. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak 

Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III 

No. 2 Mei - Agustus 2016 
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Salah satu contoh kasus terhadap anak yang penulis kaji dalam 

penelitian ini, yakni telah terjadi Tindak Pidana Pencabulan dimana yang 

menjadi korban adalah anak. seperti yang disebut dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap 

Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum. 

Dalam kasus yang penulis teliti, korban mengalami trauma serta 

merusak masa depan korban. Dilihat dari kasus tersebut, maka korban berhak 

untuk mendapatkan perlindungan hukum yang baik dari pemerintah maupun 

lembaga swadaya masyarakat lainnya. 

The child is an integral part of human survival and the sustainability of 

a nation and state. In the Indonesian constitution the child has a strategic 

role, it is expressly stated that the state guarantees every child has right to 

survival, growth and development and it is entitled to protection from 

violence and discrimination.14 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganggap bahwa perlu untuk 

melakukan penelitian yang mendalam mengenai “PERLINDUNGAN 

HUKUM HAK-HAK ANAK KORBAN DALAM PROSES 

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK”. 

B. Rumusan Masalah 

                                                           
14 Sri Endah Wahyuningsih, Legal Protection of Children as Victims of Pedofilia in Indonesia 
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Dalam penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan upaya 

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban dalam praktek di 

Pengadilan Negeri Kudus. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di rumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum hak-hak anak korban dalam proses 

penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kudus? 

2. Apa kendala dan solusi penegak hukum saat mengimplementasikan 

perlindungan hukum hak-hak anak korban dalam proses penyelesaian 

perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Kudus? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah : 

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap korban 

(anak) tindak pidana di Pengadilan Negeri Kudus.  

2. Untuk mengetahui dan memahami kendala dan solusi penegak hukum 

dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban (anak) tindak pidana 

di Pengadilan Negeri Kudus.  

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan 

ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana terkhusus yang 

menyangkut mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak 

korban dalam proses penyelesaian perkara pidana anak. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penulisan ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi 

penulis maupun para pembaca termasuk bagi pemerintah, aparat penegak 

hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan 

efisien guna menegakkan perlindungan hukum yang adil dan seimbang 

untuk mengurangi ataupun mencegah terjadinya tindak pidana terkhusus 

perkara pidana anak. 

 

E. Terminologi 

Dalam terminologi penulisan penelitian ini, menerangkan pengertian-

pengertian dari : 

1. Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak 

asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan 

hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat 

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran 
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maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.15 

2. Hak-hak 

Hak merupakan segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang 

dan memang pantas untuk ia terima.16 

3. Anak 

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.17 

4. Korban 

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul 

Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud 

dengan Korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau 

penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas 

perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat 

penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau 

tindak pidana.18 

 

5. Perkara Pidana Anak 

                                                           
15 Portaluniversitasquality.ac.id., diakses pada 09 Oktober 2020 pukul 01.00 WIB. 
16 https://www.mypurohith.com/pengertian-hak-dan-kewajiban/ diakses pada 09 Oktober 

2020 pukul 01.08 WIB. 
17 Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak 
18 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta: Sinar  

Grafika, 2011), hlm. 9. 

https://www.mypurohith.com/pengertian-hak-dan-kewajiban/
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Sebuah perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun anak 

sebagai korban pada proses perkara tersebut. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan di lakukan oleh 

peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta 

melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Untuk 

mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut :  

1. Metode Pendekatan 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. 

Dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula 

disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum 

yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Atau 

dengan kata lain penelitian yang dilakukan tehadap keadaan sebenarnya 

atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk 

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, 

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada 

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian 

masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena 

hendak mengetahui upaya perlindungan hukum hak anak korban dalam 

proses penyelesaian pidana anak. Karena dalam penelitian penulis 
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memerlukan data yang di peroleh harus dengan terjun langsung 

kelapangan.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi Dalam penelitian ini di gunakan jenis penelitian 

deskritif. Karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

selengkap mungkin bagaimana upaya perlindungan hukum hak anak 

korban dalam proses penyelesaian pidana anak. 

Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak Pidana Anak. (Studi Putusan 

Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN. Kds.) 

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang dipergunakan didalam penelitian ini diambil dari 

data primer dan data sekunder. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.19 

Sumbernya berasal dari Pengadilan Negeri Kudus. 

b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku 

sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder 

penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan 

kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan 

sebagainya.20  

                                                           
19 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 

2006), Hal. 30 
20 Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: Pt. Hanindita Offset, 1983), Hal. 56 



12 
 

 

Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa 

ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan 

terkait dengan studi yang diteliti, sebagai berikut : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang 

meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, . 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan dalam bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), dan surat kabar. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua 

pengumpulan data, yaitu : 

a. Data Primer 

Penelitian Lapangan (Field Research) 

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melakukan wawancara langsung pada tempat atau objek penelitian, 

yaitu di Pengadilan Negeri Kudus. 

b. Data Sekunder 

Studi Kepustakaan (Library Research) 

Di lakukan dengan studi pustaka, mengumpulkan informasi 

yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan undang-undang yang 

akan digunakan, mencatat pasal demi pasal yang di butuhkan, serta 

menganalisis pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut. 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan dijadikan penulis sebagai studi kasus penelitian 

yaitu di Pengadilan Negeri Kudus. 

6. Metode Analisis Data 

Setelah penulis melakukan pengumpulan data secara lengkap baik 

yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun dari penelitian 

kepustakaan, maka data-data yang diperoleh tersebut diolah dan 

dianalisis secara kualitatif guna menarik kesipulan atas pokok 
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permasalahan yang diajukan dengan cara menggunakan metode 

deskriptif analisis. Data-data yang ada akan digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang sudah diperoleh, baik secara lisan maupun secara tertulis, 

kemudian diuraikan, dibahas, diberi penjelasan, dilihat kesesuaiannya 

dengan ketentuan yang berlaku, dan kemudian disusun dalam bentuk 

penulisan hukum yang kemudian disimpulkan. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memberi gambaran mengenai penulisan 

hukum ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi dalam empat bab : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi penelitian, tinjaun 

pustaka, metode penelitian, dan sismtematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Tinjauan Pustaka penulis menjelaskan mengenai Tindak Pidana 

Anak, Perlindungan Anak, Pebgertian Korban, Bentuk Kekerasan Terhadap 

Anak, Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak, Perspektif Islam Tentang 

Anak.  

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi, Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Korban 

dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak (Studi Kasus Putusan 

Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PN. Kds.), Kendala Penegak Hukum Saat 
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Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Korban alam 

Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 

96/Pid.Sus/2016/PN. Kds.). 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan akhir pada bab yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran dari isi materi yang sudah dirumuskan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tindak Pidana Anak  

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 

pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam 

Wvs Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga 

berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan 

resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, 

para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun 

hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang 

dimaksud dengan strafbaarfeit.21 

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-

undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai 

terjemahan dari istilah strafbaarfeit setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, 

yakni: 22 

a. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam 

perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan 

perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli 

hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono 

Prodjodikoro;  

                                                           
21 Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 

67. 
22 Ibid. 
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b. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. 

Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. 

Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana 

Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah 

peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara 

(UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);  

c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin delictum juga 

digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud 

dengan strafbaarfeit;  

d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok 

Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;  

e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini diggunakan Mr. Karni 

dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. 

Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran 

Tentang Hukum Pidana Indonesia;  

f. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-

undang dalam UndangUndang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata 

Api dan Bahan Peledak;  

g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan 

beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana. 

Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak 

tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti 

strafbaarfeit, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-
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undangan antara lain: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 

tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, 

Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerjabakti 

dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan 

kejahatan.23 

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, 

Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah 

sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang 

dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-

undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 

seseorang (yang bertanggungjawab)”. 24 

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana.25 Moeljatno berpendapat bahwa, 

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 

dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat 

bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan 

atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan 

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian 

tersebut”.26 

                                                           
23 Sudarto, op.cit, h. 39. 
24 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & 

PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, h. 18-19. 
25 C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya 

Paramita, Jakarta, h. 54. 
26 Ibid 
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Sementara perumusan strafbaarfeit, menurut Van Hammel, adalah 

sebagai berikut : “Strafbaarfeit” adalah kelakuan orang yang dirumuskan 

dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan 

dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap 

tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (wederrectelijkheid, 

onrechtmatigheid). 

2. Pengertian Tindak Pidana Anak 

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa 

lebih dititikberatkan pada sistem pemidanaannya. Di bawah ini akan 

diuraikan mengenai sistem pemidanaan terhadap anak sebagaimana yang 

diatur secara khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Di bentuknya undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan 

Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak 

mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam 

sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam 

Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang 

mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai 

kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang 

berhadapan denganhukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak 

merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, 

namun hal terebut diakui sebagai suatu gejala umum yangl harusl diterimal 
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sebagail suatul faktal sosial.l Olehl karenanyal perlakuanl terhadapl tindakl 

pidanal anakl seyogyanyal berbedal denganl perlakuanl terhadapl tindakl pidanal 

padal umumnyal yangl dilakukanl olehl orangl dewasa.l  

Perbuatanl yangl dikualifikasikanl sebagail tindakl pidanal anakl adalahl 

setiapl perbuatanl baikl berupal kejahatanl maupunl pelanggaranl sebagaimanal 

diaturl dalaml perundang-undanganl hukuml pidana.l Bahkanl berdasakanl 

Undang-undangl Sisteml Peradilanl Pidanal Anakl diperluasl lagi,l bukanl hanyal 

perbuatanl yangl dilarangl olehl perundang-undanganl hukuml pidanal 

melainkanl termasukl perbuatanl yangl dilarangl menurutl peraturanl hukuml 

lainl yangl hidupl danl berkembangl dil masyarakat.l  

Konteksl upayal memberikanl perlindunganl hukuml terhadapl anak,l 

kiranyal penggunaanl kualifikasil tindakl pidanal denganl menggunakanl istilahl 

anakl nakall akanl lebihl tepatl untukl menghilangkanl capl yangl kurangl baikl bagil 

perkembanganl psikologil anakl dikemudianl hari.l Namunl demikianl adal jugal 

pendapatl yangl inginl menggunakanl istilahl “anakl bermasalahl denganl 

hukum”l sebagaimanal digunakanl dalaml Undang-undangl Nomorl 35l Tahunl 

2014l tentangl Perlindunganl Anak.l Menurutl pendapatl Nandangl Sambasl 

penggunaanl istilahl “anakl bermasalahl denganl hukum”l lebihl bersifatl 

subyektif,l dalaml artil ditujukanl terhadapl anakl secaral individu.l Sedangkanl 

istilahl anakl nakall secaral objektifl ditujukanl terhadapl perilakul anak.27 

 

B. Perlindunganl Anakl  

                                                           
27

l Nandangl Sambas,l 2010,l Pembaruanl Sisteml Pemidanaanl Anakl Dil Indonesia,l Grahal Ilmu,l hal.l 

167 
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1. Pengertianl Anak 

Anakl adalahl amanahl sekaligusl karunial Tuhanl yangl mahal esal yangl 

senantiasal harusl kital jagal karenal dalaml dirinyal melekatl harkat,l martabat,l 

danl hak-haksebagail manusial yangl harusl dijunjungl tinggi,l hakl asasil anakl 

merupakanl suatul bagianl daril hakl asasil manusial yangl termuatl dalaml 

Undang-Undangl Dasarl 1945l danl konvensil perserikatanl bangsa-bangsal 

tentangl hak-hakl anak.l Dilihatl daril sisil kehidupanl berbangsal danl bernegara,l 

anakl adalahl masal depanl bangsal danl generasil penerusl cita-cital bangsa,l 

sehinggal setiapl anakl berhakl atasl kelangsunganl hidup,l tumbuhl danl 

berkembang,l berpartisipasil sertal berhakl atasl perlindunganl danl tindakl 

kekerasanl danl diskriminasil sertal hakl sipill danl kebebasan. 

Anakl adalahl makhlukl sosiall sepertil halnyal orangl dewasa.l Anakl 

membutuhkanl orangl lainl untukl dapatl membantul mengembangkanl 

kemampuannya,l karenal anakl lahirl denganl segalal kelemahanl sehinggal 

tanpal orangl lainl anakl tidakl mungkinl dapatl mencapail tarafl kemanusiaanl 

yangl normal. 

 

Pengertianl anakl telahl diaturl dalaml hukuml positifl yangl berlakul dil 

Indonesia,l diantaranyal adalahl sebagail berikutl : 

a. Undang-Undangl Nomorl 11l Tahunl 2012l Tentangl Sisteml Peradilanl 

Pidanal Anak 

b. (Undang-undangl inil menyebutkanl pengertianl anakl sebagail anakl yangl 

berhadapanl denganl hukum.Adapunl anakl yangl berhadapanl denganl 
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hukuml adalahl anakl yangl berkonflikl denganl hukum,l anakl yangl menjadil 

korbanl tindakl pidana,l anakl yangl menjadil saksil tindakl pidanal Pasall 1l 

angkal 2l Undang-undangl Nomorl 11l Tahunl 2012.)28 

c. Undang-Undangl Nomorl 35l Tahunl 2014l Tentangl Perubahanl Atasl 

Undang-Undangl Nomorl 23l Tahunl 2002l Tentangl Perlindunganl Anak.l 

(Anakl adalahl seseorangl yangl beluml berusial 18l (delapanl belas)l tahun,l 

termasukl anakl yangl masihl dalaml kandungan.)29 

 

2. Pengertianl Perlindunganl Anak 

Semual orangl dilahirkanl merdekal danl mempunyail martabatl sertal hak-

hakl yangl sama,l begitul pulal denganl anak-anak.l Setiapl anakl mempunyail hakl 

danl kewajiban.l Hakl anakl merupakanl bagianl daril hakl asasil manusiayangl 

harusl dil jaminl danl dilindungil olehl orangl tua,l keluarga,l masyarakat,l 

pemerintahl danl Negara.l Salahl satul hakl anakl yangl harusl dipenuhil olehl 

Negaral adalahl hakl untukl mendapatkanl perlindunganl hukuml denganl 

memperhatikanl kepentinganl terbaikl bagil anak,l kelangsunganl hidupl danl 

perkembanganl anak. 

 

C. Pengertianl Korban 

Dalaml konteksl perlindunganl terhadapl korbanl kejahatan,l adanyal upayal 

preventifl danl represifl yangl dilakukanl baikl olehl masyarakatl maupunl pemerintahl 

(melaluil aparatl penegakl hukumnya).Sepertil pemberianl 

                                                           
28

l Undang-Undangl Nomorl 11l Tahunl 2012l Tentangl Sisteml Peradilanl Anak 
29

l Penjelasanl Umuml Atasl Undang-Undangl Nomorl 35l Tahunl 2014l Tentangl Perubahanl Atasl 

Undang-Undangl Nomorl 23l Tahunl 2002l Tentangl Perlindunganl Anak 
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perlindungan/pengawasanl daril berbagail ancamanl yangl dapatl membahayakanl 

nyawal korban,l pemberianl danl peradilanl yangl adill terhadapl pelakul maupunl 

korbanl kejahatan,l denganl memperhatikanl hak-haknyal dasarnyal merupakanl 

salahl satul perwujudanl daril perlindunganl hakl asasil manusial sertal instrumentl 

penyeimbang.l Dil sinilahl dasarl filosofisl dil balikl pentingnyal korbanl kejahatanl 

(keluarganya)l memperolehl perlindungan.l Pentingnyal korbanl memperolehl 

pemulihanl sebagail upayal menyeimbangkanl kondisil korbanl yangl mengalamil 

gangguan. 

Korbanl didentifikasikanl menurutl keadaanl danl statusl korban,l makal dapatl 

dibedakanl menjadil : 

1. Unrelatedl victims,l yaitul korbanl yangl tidakl adal hubungannyal samal sekalil 

denganl pelaku. 

2. Provocativel victims,l yaitul seseorangl yangl secaral aktifl mendorongl dirinyal 

menjadil korban. 

3. Participatingl victims,l yaitul seseorangl yangl tidakl berbuatl akanl tetapil 

sikapnyal justrul mendorongl dirinyal menjadil korban 

4. Biologicallyl weakvictims,l yaitul merekal yangl secaral fisikl memilikl 

kelemahanl yangl menyebabkanl dirinyal sendirinyal menjadil korban 

5. Sociallyl weakl victims,l yaitul merekal yangl memilikil kedudukanl sosiall yangl 

lemahl yangl menyebabkanl dirinyal menjadil korban. 
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6. Selfl victimizingl victims,l yaitul merekal yangl menjadil korbanl karenal yangl 

dilakukannyal sendiri.30 

Bilal dilihatl daril peranl korbanl dalaml terjadinyal tindakl pidanal menurutl 

Stephenl Schaferl sebagaimanal dikutipl olehl Dikdikl M.l Ariefl Mansurl &l Elisatrisl 

Gultoml adalahl sebagail berikut: 

1. Orangl tidakl mempunyail kesalahanl apa-l apa,l tetapil tetapl menjadil korban. 

2. Seseorangl yangl secaral sadarl maupunl tidakl sadarl telahl melakukanl yangl 

merangsangl orangl lainl untukl melakukanl kejahatan.l Untukl tipel inil korbanl 

dinyatakanl turutl andill dalaml terjadinyal tindakl pidanal sehinggal kesalahanl 

terletakl padal pelakul danl korban. 

3. Merekal yangl secaral biologisl danl sosiall potensiall menjadil korbanl anakanak,l 

orangl tua,l orangl cacatl fisikl danl mental,l orangl miskin,l golonganl minoritasl 

danl sebagainya. 

4. Korbanl karenal dirinyal sendiril merupakanl pelakul yangl dapatl dikatakkanl 

sebagail kejahatanl sebagail kejahatanl tanpal korban.31 

Sebeluml terbitnyal Undang–Undangl Nomorl 13l Tahunl 2006l tentangl 

Perlindunganl Saksil danl korbanl Ariefl Gosital mengemukakanl hak-hakl daril 

korbanl yaitul : 

1. Hakl untukl mendapatl kanl gantil kerugianl atasl penderitaanl yangl 

dialaminya.Pemberianl gantil kerugianl inil dapatl dil berikanl olehl pelakul ataul 

                                                           
30

l Dikdikl M.l Aril Mansur,l SH,l MHl danl Elisatrisl Gultoml SH.M.Hl Urgensil Perlindunganl Korbanl 

Kejahatanl Antaral Normal danl Realital hall 49-50 
31

l Ibidl hall 53-55 
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pihakl lainnya,l sepertil Negaral ataul lembagal khususl yangl dibentukl untukl 

menanganil masalahl gantil kerugianl korbanl kejahatan 

2. Hakl untukl memperolehl pembinaanl danl rehabilitasi; 

3. Hakl untukl memperolehl perlindunganl daril ancamanl pelaku; 

4. Hakl untukl memperolehl bantuanl hukum; 

5. Hakl untukl memperolehl kembalil hakl miliknya; 

6. Hakl untukl memperolehl aksesl atasl pelayananl medis; 

7. Hakl untukl diberitahukanl bilal pelakul kejahatanl akanl dikeluarkanl daril 

tahananl sementaral ,l ataul bilal pelakul buronl daril tahanan; 

8. Hakl untukl memperolehl informasil tentangl penyidikanl polisil berkaitanl 

denganl kejahatanl yangl menimpal korban; 

9. Hakl atasl kebebasanl pribadil /kerahasianl pribadi32 

 

D. Kedudukanl Korban 

Korbanl dalaml mendapatkanl kembalil haknyal haruslahl menunggul putusanl 

pengadilanl sesuail denganl prosedurl beracaral dil pengadilan.l Ketikal korbanl 

memintal langsungl haknyal kepadal terdakwal dapatl disebutl sebagail pemerasan,l 

balasl dendaml ataul sebagail tindakanl mainl hakiml sendiri. 

Korbanl padal dasarnyal tidakl hanyal orangl peroranganl ataul kelompokl yangl 

secaral langsungl menderital akibatl daril perbuatan-perbuatanl yangl menimbulkanl 

kerugianl ataul penderitaanl bagil diril ataul kelompoknya,l bahkanl lebihl luasl lagil 

termasukl dil dalamnyal keluargal dekatl ataul tanggunganl langsungl daril korbanl danl 

                                                           
32

l Arifl Gosital Dalaml H.l Siswantol sunarsol ,l viktimologil dalaml sisteml peradilanl pidana.l sinarl 

Grafika,l Jakratal ,l 2012l ,l hall 65-66 
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orang-orangl yangl mengalamil kerugianl ketikal membantul korbanl mengatasil 

penderitaannyal ataul untukl mencegahl viktimisasi. 

Bahwal kedudukanl korbanl kejahatanl dalaml Sisteml Peradilanl Pidanal saatl 

inil beluml ditempatkanl secaral adill bahkanl cenderungl terlupakan,l apalagil dalaml 

KUHAPl danl KUHP,l namunl dalaml beberapal perundang-undanganl walaupunl 

tidakl memberikanl porsil yangl besarl tapil korbanl sudahl lebihl diperhatikanl sepertil 

dalam:l UUl No.l 31l Tahunl 2014l tentangl Perobahanl Atasl UUl No.l 13l Tahunl 2006l 

tentangl Perlindunganl Saksil danl Korban. 

Menurutl dikdikl Ml .Arifl Mansurl danl elisatrisl Gultoml bahwal : 

Pengaturanl hukuml Indonesia,l korbanl selalul menjadil pihakl yangl palingl 

dirugikan.l Bagaimanal tidak,l selainl korbanl telahl menderital kerugianl akibatl 

kejahatanl yangl palingl menimpal dirinya,l baikl secaral materiil,l fisik,l maupunl 

psikologis,l korbanl jugal harusl menanggungl derital bergandal karenal tanpal 

disadaril seringl diperlakukannyal hanyal saranal demil terwujudnyal sebuahl 

kepastianl hukum,l misalnyal harusl mengemukakan,l mengingatl bahwal 

mengulangil (merekontruksi)l kejahatanl yangl pernahl menimpanyal padal saatl 

sedangl menjalanil prosesl pemeriksaan,l baikl ditingkatl penyidikanl maupunl 

setelahl kasusnyal dil periksal dil pengadilan.33 

 

E. Bentukl Kekerasanl Terhadapl Anak 

Menurutl Abul Huraerahl sebagaimanal dikutipl olehl suharto:l 

mengelompokkanl childl abusel menjadil physicall abusel (kekerasanl fisik),l 

                                                           
33

l 9l Dikdikl M.l Aril Mansurl ,l SH,l MHl danl Elistrisl Gultoml SH.MHl Urgensil perlindunganl korbanl 

kejahatanl antaral normal danl Realita,l hall 79 
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psychologicall abusel (kekerasanl psikis),l sexuall abusel (kekerasanl seksual),l danl 

sosiall abusel (kekerasanl sosial). 

1. Kekerasanl fisik. 

Kekerasanl terhadapl anakl secaral fisikl adalahl penganiayaan,l 

penyiksaanl danl pemukulanl denganl atasl tanpal menggunakanl benda-bendal 

tertentul mengakibatkanl luka-lukal fisikl padal anakl pemicul terjadinyal 

kekerasanl fisikl padal anakl umumnyal karenal perbuatanl yangl tidakl disukail 

misalnyal memecahkanl perabotanl ataul barangl berharga. 

2. Kekerasanl psikis. 

Kekerasanl psikisl terhadapl anakl sepertil menyampaikanl kata-katal 

kotor,l kasarl ataul menghardik. 

3. Kekerasanl seksual. 

Kekerasanl secaral seksuall terhadapl anakl dapatl berupal prakontrakl 

seksuall terhadapl anakl (melaluil kata,l sentuhanl ataupunl gambarl /visuall )l ataul 

bisal jugal denganl kontakl seksuall secaral langsungl (perkosaan,l eksploitasil 

seksual). 

4. Kekerasanl secaral sosial. 

Dapatl berupal penelantaranl anakl danl eksploitasil anak34 

 

F. Prosesl Penyelesaianl Perkaral Pidanal Anak 

Dalaml melakukanl prosesl penyelesaianl perkaral pidanaAnakl sebagail 

korbanl Tindakl pidana,l sebeluml umurl 18l Tahunl dil ajukanl dil persidanganl Anak. 

                                                           
34

l Suhartol .kekerasanl Terhadapl Anakl ,l Nuansal Bandungl ,l 2006l ,l 47-48 
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Berdasarkanl pasall 10l Undang–Undangl Nol 3l Tahunl 1997l Tentangl 

Ketentuanl yangl dil usulkanl sebagail Hakiml Anakl meliputil : 

1. Hakiml yangl mengadilil perkaral Anakl adalahl Hakiml yangl ditetapkanl 

berdasarkanl suratl keputusanl Ketual Mahkamahl Agungl atasl usull ketual 

Pengadilanl Negeril yangl bersangkutaanl melaluil ketual Pengadilanl Tinggi. 

2. Dalaml hall beluml adal hakiml anak,l makal ketual Pengadilanl dapatl menunjukl 

hakiml Anakl denganl memperhatikanl ketentuanl pasall 10l Undangl –Undangl 

Nol 3l Tahunl 1997l denganl ketentuanl yangl bersangkutanl segeral dil usulkanl 

sebagail Hakiml Anak. 

3. Hakiml Anakl akanl memeriksal danl mengadilil perkaral anakl denganl hakiml 

tunggal,l danl dalaml hall tertentul Ketual Pengadilanl Negeril dapatl menunjukl 

Hakiml majelisl yangl dimaksudl denganl hall tertentul adalahl apabilal ancamanl 

pidanal atasl tindakl pidanal yangl dilakukanl anakl yangl bersangkutanl lebihl daril 5l 

limal tahunl danl sulitl pembuktiannya. 

Untukl itul dalaml prosesl penyelesaianl perkarapidanal anak,l Acaral 

persidanganl anakl dilakukanl sebagail berikutl : 

1. Persidanganl dilakukanl secaral tertutup. 

2. Hakim,l Penuntutl umuml danl Penasihatl Hukuml Terdakwal Tidakl 

mrenggunakanl Toga.l  

3. Sebeluml sidaangl dibuka,l Hakiml memerintahkanl agarl pembimbingl 

kemasyarakatanl menyampaikanl laporan.l Hasill penelitianl kemasyaraakatanl 

(Litmasl )l mengenail anakl bersangkutan. 
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4. Selamal dalaml persidangan,l terdakwal wajibl didampingil olehl orangl tual ataul 

walil orangl tual asuh,l penasihatl hukum 

5. Padal waktul memeriksal saksi,l hakiml dapatl memerintahkanl agarl korbanl dapatl 

ditemanil olehl orangl tual walil ataul orangl tual asuhl danl terdakwal dibawal keluarl 

sidang.l Penasihatl hukuml danl pembimbingl kel masyrakatanl tetapl hadir. 

6. Dalaml persidanganl korbanl anakl danl saksil korbanl anakl dapatl jugal dil 

dampinngil olehl petugasl pendampingl atasl izinl hakiml ataul majelisl hakiml 

putusanl wajibl diucapkanl dalaml sidangl terbukal untukl umum. 

 

G. Perspektifl Islaml Tentangl Anak 

Menurut’Abdl Al-Rahiml ‘Umransebagaimanal dikutipl olehl Haryonol 

Suyonol bahwa: 

Pandanganl anakl dalaml islaml ialahl merawat,l mendidik,l melindungi,l daril 

penganiayaan,l memperolehl warisan.l Islaml menyuruhl kitauntukl mempunyail 

anakl tetapil sekaligusl mengajarkanl yangl baikl danl shaleh,l memerlukanl usahal 

insentifl untukl membesarkanl merekal secaral cepat.l Hall inil adalahl tuntutanl 

inherenl daril perkawinanl dalaml islam.35 

Anakl merupakanl buahl daril suatul pernikahan.l salahl satul tujuanl pernikahanl 

adalahl menjagal keturunanl sertal melestarikanl jenisl manusial dil 

dunia.Mempunyail anakl merupakanl suatul kebanggaanl danl dapatl menjadil 

hiburanl bagil orangl tua. 

Menurutl Alil Yusufl As-subkil : 

                                                           
35

l Abdull Ar-l Rahiml Umran,l Keluargal Danl KB,l (PT.l Lenteral Basritama,l Jakarta,l 1997),l hall 33 



30 
 

Denganl perantaral anak,l akanl mendekatkanl seseorangl padal empatl macam.l 

Keempatl macaml tersebutl yaitul : 

a. Pertama,l mengikutil kecintaanl Allahl SWTl denganl berusahal memperolehl 

anakl agarl jenisl manusial terpelihara. 

b. Kedua,l mengharapl cintal Rosulullahl dalaml memperbanyakl keturunanl 

sebagail kebanggaanl Nabi. 

c. Ketiga,l mengharapl keberkahanl denganl doal anakl kecill jikal ial kematiannya. 

d. Keempat,l mencaril syaratl denganl meninggalkannyal anakl kecill jikal ial telahl 

meninggall sebelumnya36 

Dalaml pandanganl islaml tentangl keberadaanl anak,l Al-Qur’anl 

menerangkanl mengenail keberadaanl anakl denganl beberapal istilahl yaitul : 

1. Anakl sebagail perhiasanl ataul kesenanganl . 

Al-Qur’anl menerangkanl keberadaanl anakl sebagail perhiasanl ataul 

kesenanganl dalaml Suratl Al–khafil (18)l ayatl 46l yangl berbunyil : 

لِحٰتُ الlُوَالۡبٰقِيٰتُ lۚlُُالدُّنۡيَاlُالۡحَيٰوةlُُِزِيۡنَة lُُالۡبَـن وۡنlَُُوlَُُالَۡمَالُ  خَيۡرُ lُثوََابًاlُرَب كlَُُِعِنۡدlَُُخَيۡرُ lُصّٰ lُمَلًُاlَُُوَّ  

(Al–maalul wall banuunal ziinatull hayaatiddunyal wall 

baaqiyaatushshaalihaatul khairunl ‘indal rabbikal tsawaabanl wakhairul 

amalaa) 

 

Artinyal :l “Hartal danl anak–anakl adalahl perhiasanl kehidupanl dunial terapil 

amalan-amalan–amalanl yangl kekall lagil salehl adalahl lebihl baikl 

pahalanyal dil sisil tuhanmul sertal lebihl baikl untukl menjadil 

harapanl ” 

2. Anakl sebagail musuh 

All –Qur’anl menerangkanl keberadaanl anakl sebagail musuhl dalaml At-l 

Taqhabunl (64)l ayatl 14l yangl berbunyil : 

                                                           
36

l Alil Yusufl As.Subki,l Fiqihl Keluarga,l (AMZAH,l Jakarta,l 2010),l hall 25 
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اlُالَّذِيْنlَُُهَايٰٰٓايَُُّ اعlَُُوَاوَْلََدِك مlُُْازَْوَاجِك مlُُْمِنlُُْاِنlَُُّاٰمَن وْٰٓ وْه مlُُْۚلَّك مlُُْد وًّ وْاوَتصlَُُْتعَْف وْاlُوَاِنlُُْفَاحْذرَ  وْاlُفَح  lُوَتغَْفِر 

lَُُفَاِنَُّ حِيْمُ lُغَف وْرُ lُاللّّٰ رَّ  

(l Yaal ai–yuhaal–ladziinal aamanuul innal minl azwaajikuml wa-l aulaadikuml 

‘aduul wanl lakuml faahdzaruuhunl wa-inl ta’fuul watashfahuul wataghfiruul fa-

innallahal ghafuurunl rahiimun.) 

 

Artinyal :l “Hail orang–orangl mukminl ,l sesungguhnyal dil antaral isteril –l 

isterimul danl anak–anakmul adal yangl mnejadil musuhl bagimul 

makal berhati–hatilahl kamul terhadapl merekal danl jikal kamul 

memaafkanl danl tidakl memarahil sertal mengampunil (merekal 

makal sesungguhnyal Allahl Mahal Pengampunl lagil Mahal 

penyayangl ” 

 

Padal pengertianl “Sesungguhnyal dil antaral isteri-isterimul danl anak-

anakmul adal yangl menjadil musuhl bagimu”,l maksudnyal adalahl 

bahwakadang-kadangl isteril ataul anakl dapatl menjerumuskanl suamil ataul 

ayahnyal untukl melakukanl perbuatan-perbuatanl yangl tidakl dil benarkanl 

agama. 

All –Qur’anl menerangkanl mengenail keberadaanl anakl sebagail fitnahl 

ataul suatul cobaanl dalaml suratl Atl –Taqhaabunl (64)l Ayatl 15l yangl berbunyil : 

lُُٰٓوَاللّّٰ lُُۗفتِنَْة lُُوَاوَْلََد ك مlُُْامَْوَال ك مlُُْانَِّمَآُٰ عَظِيْمُ lُاجَْرُ lُعِنْدهَ   

(l Innamaal amwaalukuml wa-aulaadukumfitnatunl wallahul ‘indahul ajrunl 

‘azhiimun) 

Artinyal :”sesungguhnyal hartamul danl anakl –anakl mul hanyalahl cobaanl 

(bagimu),l danl sisil Allahl –l lahl pahalal yangl besarl ” 

 

3. Anakl sebagail penyenangl danl penyejukl hati. 

Al-Qur’anl menerangkanl keberadaanl anakl sebagail penentaraml danl 

penyejukl hatil dalaml suratl All –Furgonl (25)l ayatl 74l yangl berbunyil : 

يّٰتlُُِازَْوَاجِنَاlُمِنlُُْلنََاlُهَبlُُْرَبَّنَاlُيقَ وْل وْنlَُُنَُوَالَّذِيُْ ةlَُُنَاوَذ ر ِ اجْعَلْنَاlُاعَْي نُ lُق رَّ تَّقِيْنlَُُوَّ امًاامlَُُِلِلْم   

(Waalladzinal yaquuluunal rabbanal habl lannal minl azwajinaal 

wadzurriyyaatinal qurratal a’yunnil waij’alnaal lilmuttaqinal imaamaan.)l  
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Artinyal :l “l Danl orangl orangl yangl berkatal :l “Yal Tuhanl kamil ,l 

anugrahkanlahl kepadal kamil isteril –isteril kamil danl keturunanl 

kamil sebagail penyenangl hatil (kamil ),l danl jadikanlahl kamil imaml 

bagil orangl –l orangl yangl bertakwal ” 

 

Anakl merupakanl anugrahl Allahl SWT,l Sebagaimanal dijelaskanl 

dalaml Al–Qur’anl Suratl An–Nahll (16)l ayatl 72l yangl berbunyil : 

نlُُْلكَ مlُُْجَعَلlَُُوَاللّّٰ ُ جَعَلlَُُازَْوَاجًاlُانَْف سِك مlُُْم ِ نlُُْلكَ مlُُْوَّ رَزَقكَ مlُُْوَحَفَدةlًَُُبنَيِْنlَُُازَْوَاجِك مlُُْم ِ lُالطَّي بِٰتlُُِۗنَُم lُُِوَّ

lُُِوَبِنعِْمَتlُُِي ؤْمِن وْنlَُُافَبَِالْبَاطِلُِ وْنَُ lُه مlُُْاللّّٰ يكَْف ر   

(l Waallaahul ja’alal lakuml minl anfusikuml azwaajanl waja’alal lakuml minl 

azwaajikuml baninal wahafadatanl warazaqakuml minal alththayyibaatil 

afabialbaathiil yul /minuunal wabini’matil allahil huml yakfuruuna)l  

 

Artinya:”l Allahl menjadikanl bagil kamul isteril –isteril daril jenisl kamul sendiril 

danl menjadikanl bagimul daril isteril –l isteril kamul itu,l anakl –anakl 

danl cucu–cucu,l danl memberimul rezkil daril yangl baik–baik.l 

Makal mengapakahl merekal berimanl kepadal yangl bathill danl 

mengingkaril nikmatl Allahl ?”. 

 

Denganl demikian,l anakl merupakanl amanahl Allahl SWTl yangl harusl 

dididikl denganl sebaik–baiknyal supayal menjadil anakl yangl shaleh,l baik,l danl 

dapatl bergunal bagil dirinyal sendiri,l keluarga,l masyarakat,l bangsal danl 

agama.l Anakl jugal merupakanl suatul asetl yangl berhargal bagil orangtuanya.l 

Karena,l apabilal orangtuanyal sudahl usial lanjutl ,l danl sudahl tidakl bekerja,l 

anakl dapatl memberikanl keamanan,l perlindunganl danl mencukupil 

kebutuhanl orangl tuanyal dimasal usial lanjut.l Apabilal orangtuanyal sudahl 

meninggal,l doal anakl sholehl jugal merupakanl suatul amall yangl tidakl 

terputus.l Sebagaimanal hadistl nabil daril Abul Hurairahl radhiyallahul ‘anhu,l 

ial berkatal bahwal Rasulullahl shallallahul ‘alaihil wal sallaml bersabdal : 

ي نْتفََعُ lُوَعِلْمُ lُجَارِيَةُ lُصَدقَةَُ lُمِنlُُْثةَُ lُثلlََُُمِنlُُْإلlََُُِّعَمَل هُ lُانْقطََعlَُُنْسَانُ lُِالlُُْمَاتlَُُإِذاَ  
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لهlَُيَدْع وlُصَالِح lُُوَوَلَدُ lُبهُِِ  

Artinyal :l “jikal manusial telahl meninggall ,l makal terputuslahl amalannyal 

kecualil tigal perkaral (yaitul )l :l sedekahl jariyahl (yangl tahanl lamal 

),l ilmul yangl bermanfaatl danl anakl sholehl (l berakhlakl baikl )l yangl 

mendoakanl kedual orangl tuanyal .”l (HRl .l Muslim). 

 

Anakl yangl sholehl merupakanl hasill kerjal kerasl danl usahal 

orangtuanya.Olehl karenal itu,l islaml sangatl mendorongl paral orangtual untukl 

memperhatikanl pendidikanl anak-anaknyal terutamal dalaml hall agama,l 

sehinggal nantinyal anakl tersebutl dapatl tumbuhl menjadil anakl sholehl yangl 

selalul mendoakanl kedual orangtuanya.Kemudianl anakl tersebutl menjadil 

sebabl bahwal orangtuanyal masihl mendapatanl pahalal meskipunl sudahl 

meninggall dunia. 
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BABl III 

HASILl PENELITIANl DANl PEMBAHASAN 

 

1. Perlindunganl Hukuml Hakl Anakl Korbanl Dalaml Prosesl Penyelesaianl 

Perkaral Pidanal Anakl dil Pengadilanl Negeril Kudusl  

Pemidanaanl bisal diartikanl sebagail tahapl penetapanl sanksil danl jugal 

tahapl pemberianl sanksil dalaml hukuml pidana.l Katal “pidana”l padal umumnyal 

diartikanl sebagail hukum,l sedangkanl “pemidanaan”l diartikanl sebagail 

penghukuman.l Dampakl kejahatanl ataul perilakul yangl menyimpangl daril 

normal –normal umuml dil masyarakatl yangl dilakukanl olehl individul maupunl 

kolektifl banyakl sekalil terjadil dil masyarakat. 

Dampakl daril tindakl pidanal kekerasanl tidakl dapatl dikatakanl hall kecil,l 

mudahl danl sepele.Diperlukanl suataul perlindunganl bagil anakl korbanl tindakl 

pidana,l antaral lainl terdapatl Undang-Undangl Nomorl 35l Tahunl 2014l 

Tentangl perubahanl atasl Undang-Undangl Nomorl 23l tentangl perlindunganl 

anak.l Pasall 1l ayatl 2l Undang-Undangl Nomorl 35l Tahunl 2014l menyebutkanl 

bahwal : 

“Perlindunganl Anakl adalahl segalal kegiatanl untukl menjaminl danl 

melindungil anakl danl hak-haknyal agarl dapatl hidup,l tumbuh,l berkembang,l 

danl berpartisipasi,l secaral optimall sesuail denganl harkatl danl martabatl 

kemanusiaan,l sertal mendapatl Perlindunganl daril kekerasanl danl 

diskriminasi.” 

Pentingnyal perlindunganl terhadapl korbanl tindakl pidana,l korbanl 

mempunyail hakl untukl dilindungil kepentinganyal olehl negara.l  
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Menurutl Bardal Nawawil Ariefl sebagaimanal dikutipl olehl Lilikl 

Mulyadil menyebutkanl bahwal : 

Pengertianl perlindunganl korbanl tindakl pidanal dapatl dilihatl daril dual 

macaml maknal yaitu: 

a. Perlindunganl hukuml untukl tidakl menjadil korbanl tindakl pidanal yangl 

berartil perlindunganl hakl asasil manusial ataul kepentinganl hukuml 

seseorang.l  

b. Perlindunganl hukuml untukl memperolehl jaminanl ataul santunanl hukuml 

atasl penderitaanl /kerugianl orangl yangl telahl menjadil korbanl tindakl 

pidanal bentukl santunanl itul dapatl berupal pemulihanl namal baikl 

(rehabilitasi),l pemulihanl keseimbanganl batinl (antaral lainl denganl 

pemaaafan),l pemberianl gantil rugil (retritusi,l kompensasi,l 

jaminan/santunanl kesejahteraanl sosial).37 

Undang-Undangl Nomorl 23l Tahunl 2002l Tentangl Perlindunganl Anakl ,l 

meletakkanl kewajibanl untukl memberikanl perlindunganl kepadal berdasarl 

asasl –l asas:l  

a. Nonl –diskriminasi,l  

b. Kepentinganl terbaikl bagil anak;l  

c. Hakl untukl hidup,l kelangsunganl hidupl danl perkembanganl  

d. Penghargaanl terhadapl pendapatl anak. 

                                                           
37

l 13l Bardal Nawawil Ariefl ,l Bungal Rampail Kebijakanl hukuml pidana.l Citral Adityal Bakti.l 

Bandung.l 1996.l hal.l 20 
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Undang–Undangl Nomorl 35l tahunl 2014l pasall 59l ayatl 1.2,l 

Menentukanl perlindunganl Khususl bagil Anakl sebagaimanal pasall 59Al ayatl 1l 

dilakukanl melaluil : 

Pasall 59l butirl 1l danl 2l .l  

1).l Pemerintah,l Pemerintahl Daerah,l danl Lembagal Negaral lainnyal 

berkewajibannyal danl bertanggungl jawabl untukl memberikanl Perlindunganl 

khususl kepadal anak. 

2).l Perlindunganl Khususl kepadal Anakl sebagaimanal dimaksudl padal ayatl (1)l 

diberikanl kepadal :l  

a) Anakl dalaml situasil daruratl  

b) Anakl yangl berhadapanl denganl hukuml  

c) Anakl daril kelompokl minoritasl danl terisolasil  

d) Anakl yangl dieksploitasil secaral ekonomil danl /ataul seksuall .l  

e) Anakl yangl menjadil korbanl penyalahgunaanl narkotika,l alkohol,l 

psikotropika,l danl zatl adiktif.l  

f) Anakl yangl menjadil korbanl pornografil .l  

g) Anakl denganl HIV/AIDS.l  

h) Anakl korbanl penculikan,l penjualan,l dan/perdagangan;l  

i) Anakl korbanl kekerasanl fisikl dan/ataul psikis;l  

j) Anakl korbanl kejahatanl seksual. 

k) Anakl korbanl jaringanl terorisme. 

l) Anakl penyandangl disabilitas; 

m) Anakl korbanl perlakuanl salahl danl penelantaran; 
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n) Anakl denganl perilakul sosiall menyimpangl ;l  

o) Anakl yangl menjadil korbanl stigmatisasil daril pelabelanl terkaitl denganl 

kondisil orangl tuanya. 

Dalaml ketentuanl Pasall 9l ayatl (1)l danl ayatl (2)l diubahl danl dil antaral ayatl 

(1)l danl ayatl (2)l disisipkanl 1l (satu)l ayat,l yaknil ayatl (1a)l sehinggal berbunyil 

sebagail berikut: 

 Ayatl (1) 

Setiapl Anakl berhakl memperolehl pendidikanl danl pengajaranl dalaml rangkal 

pengembanganl pribadinyal danl tingkatl kecerdasannyal sesuail denganl minatl 

danl bakat. 

 Ayatl (1a) 

Setiapl Anakl berhakl mendapatkanl perlindunganl dil satuanl pendidikanl daril 

kejahatanl seksuall danl Kekerasanl yangl dilakukanl olehl pendidik,l tenagal 

kependidikan,l sesamal pesertal didik,l dan/ataul pihakl lain. 

Selainl mendapatkanl Hakl Anakl sebagaimanal dimaksudl padal ayatl (1)l 

danl ayatl (1a),l Anakl Penyandangl Disabilitasl berhakl memperolehl pendidikanl 

luarl biasal danl Anakl yangl memilikil keunggulanl berhakl mendapatkanl 

pendidikanl khusus. 

Dalaml sisteml peradilanl Pidanal Anakl padal prosesl persidanganl wajibl 

mengutamakanl pendekatanl keadilanl Restorative.l Keadilanl Restorativel 

merupakanl bentukl penyelesaianl perkaral pidanal denganl melibatkanl pelaku,l 

korban,l keluargal pelaku,l keluargal korbanl danl pihak-pihakl lainl yangl terkaitl 
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untukl bersama-samal mencaril penyelesaianl yangl adill denganl menekankanl 

pemulihanl kembalil padal keadaanl semulal ,l daanl bukanl pembalasanl .l  

Menanganil perkaral tindakl pidanal anakl yangl usianyal dil bawahl 18l 

(delapanl belas)l tahun,l sangatl pentingl sekalil untukl dilakukanl pendekatanl 

Keadilanl Restorative. 

Anakl sebagail korbanl tindakl pidanal kesusilaanl tentunyal mengalamil 

penderitaanl baikl fisikl maupunl spikis.Negaral sebagail penjaminl kehidupanl 

bermasyarakatl bermaksudl memberikanl perlindunganl secaral khususl kepadal 

anakl agarl terhindarl daril upayal eksploitasil olehl pihak-pihakl tertentu.l 

Selanjutnyal penulisl akanl membahasl perlindunganl hukuml hak-hakl korbanl 

terhadapl anakl dalaml prosesl penyelesaianl perkara-perkaral anakl dil 

Pengadilanl Negeril Kudus. 

Menurutl Bapakl Dewantoro,l S.H.,l M.H.l selakul Hakiml Pratamal Utamal 

dil Pengadilanl Negeril Kudusl sebagail berikutl : 

a. Hakl anakl sebagail korbanl sendiril masihl mengacul padal Undang-Undangl 

Saksil danl Korban.l Dimanal hakl anakl korbanl disamakanl denganl korbanl 

dewasal diaturl padal UUl No.l 31l Tahunl 2014l yangl sebelumnyal merupakanl 

perubahanl daril UUl No.l 13l Tahunl 2006. 

Berikutl Hakl yangl didapatl : 

1) Memperolehl perlindunganl atasl keamananl pribadi,l Keluarga,l danl 

hartal bendanya,l sertal bebasl daril Ancamanl yangl berkenaanl denganl 

kesaksianl yangl akan,l sedang,l ataul telahl diberikannya; 
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2) Ikutl sertal dalaml prosesl memilihl danl menentukanl bentukl 

perlindunganl danl dukunganl keamanan;l  

3) Memberikanl keteranganl tanpal tekanan;l  

4) Mendapatl penerjemah;l  

5) Bebasl daril pertanyaanl yangl menjerat;l  

6) Mendapatl informasil mengenail perkembanganl kasus; l  

7) Mendapatl informasil mengenail putusanl pengadilan; 

8) Mendapatl informasil dalaml hall terpidanal dibebaskan;l  

9) Dirahasiakanl identitasnya; 

10) Mendapatl identitasl baru; 

11) Mendapatl tempatl kediamanl sementara; 

12) Mendapatl tempatl kediamanl baru; 

13) Memperolehl penggantianl biayal transportasil sesuail denganl 

kebutuhan; 

14) Mendapatl nasihatl hukum; 

15) Memperolehl bantuanl biayal hidupl sementaral sampail batasl waktul 

Perlindunganl berakhir;l dan/atau 

16) Mendapatl pendampingan38 

Penerapanl Hukuml Pemidanaanl Pelakul Tindakl Pidanal Anakl Dalaml 

Kasusl Nomorl 96/Pid.Sus/2016/PN.Kds:l  

a. Berkepalal  

                                                           
38

l Hasill wawancaral dil Pengadilanl Negeril Kudusl denganl Hakiml Bapakl Dewantorol SH.,l 

MH.,l Tanggall 09l Julil 2021,l Jaml 10.00 
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Demil Keadilanl Berdasarkanl Ketuhananl Yangl Mahal Esa 

b. Identitasl Terdakwa 

Namal Lengkapl  :l NARDIl Binl SUDARPO. 

Tempatl Lahirl  :l Kudus 

Umur/tanggall lahirl  :l 47l Tahun/l 31l Desemberl 1968 

Jenisl Kelaminl  :l Laki-laki 

Kebangsaanl  :l Indonesia 

Tempatl tinggal :l Dukuhl Demangan,l Desal Mijen,l Rt.03,l Rw.06,l 

Kecamatanl Kaliwungu,l Kabupatenl Kudus 

Agama :l Islam 

Pekerjaan :l Buruh 

Pendidikan :l SDl (Tidakl Tamat) 

c. Dakwaanl Jaksal Penuntutl Umum 

Primair: 

Bahwal terdakwal NARDIl Binl SUDARPO,l padal haril kamisl 

tanggall 9l Junil 2016l sekitarl jaml 10.00l WIBl ataul setidak-tidaknyal padal 

suatul waktul didalaml tahunl 2016l bertempatl didalaml kamarl rumahl 

terdakwal NARDIl Binl SUDARPOl dil Dukuhl Demanganl Desal Mijenl 

Rt.03l Rw.06l Kec.l Kaliwungul Kab.l Kudus,l ataul setidak-l tidaknyal padal 

suatul tempatl tertentul yangl masihl termasukl daerahl Hukuml Pengadilanl 

Negeril Kudus,l telahl melakukanl kekerasanl ataul ancamanl kekerasan,l 

memaksa,l melakukanl tipul muslihat,l melakukanl serangkaianl 

kebohongan,l ataul membujukl Anakl untukl melakukanl ataul membiarkanl 
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dilakukanl perbuatanl cabul,l perbuatanl tersebutl dilakukanl olehl terdakwal 

denganl cara-caral sebagail berikut: 

 Bahwal berawall padal haril kamisl tanggall 9l Junil 2016l sekitarl jaml 

10.00l WIBl saksil LILIKl SYAFARAl Bintil SURATMANl yangl 

berusial 5l (lima)l tahunl belil jajanl susul diwarungl milikl terdakwal 

NARDIl Binl SUDARPOl dil Dukuhl Demanganl Desal Mijenl Rt.03l 

Rw.06l Kec.l Kaliwungul Kab.l Kudusl kemudianl terdakwal 

memberikanl uangl sebesarl Rp.1000,l -l (seribul rupiah)l kepadal saksil 

LILIKl SYAFARAl Bintil SURATMAN,l selanjutnyal saksil LILIKl 

SYAFARAl BINTIl SURATMANl pulangl kerumahl danl sampail 

dirumahl saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl 

mengatakanl kepadal ibunyal yaitul saksil MASINIl Bintil DELANl 

bahwal saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl telahl dil beril 

uangl sebesarl Rp.1000,l -l (seribul rupiah)l olehl terdakwal NARDIl Binl 

SUDARPO,l setelahl itul saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl 

SURATMANl datangl lagil kerumahl terdakwal untukl belil jajanl lagil 

dil warungl milikl terdakwal danl sewaktul saksil LILIKl SYAFARAl 

BINTIl SURATMANl sedangl membelil jajanl dil warungl milikl 

terdakwal kemudianl terdakwal menggandengl tanganl saksil LILIKl 

SYAFARAl BINTIl SURATMANl danl terdakwal mengatakanl 

kepadal saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl “Likl ayol 

bermainl pasaran”l kemudianl terdakwal mengajakl saksil LILIKl 

SYAFARAl BINTIl SURATMANl masukl kedalaml kamarl 
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terdakwal danl setelahl didalaml kamar,l terdakwal menciuml bibirl 

saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMAN,l selanjutnyal 

terdakwal membukal celanal saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl 

SURATMANl danl padal saatl itul terdakwal hanyal memakail celanal 

pendekl yangl sobekl dil bagianl tengahl danl terdakwal tidakl memakail 

celanal dalaml kemudianl terdakwal memangkul saksil LILIKl 

SYAFARAl BINTIl SURATMANl denganl posisil terdakwal dudukl 

dil pinggirl tempatl tidurl danl saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl 

SURATMANl dudukl dil atasl pangkuanl terdakwal danl 

membelakangil terdakwal kemudianl terdakwal memasukanl jaril 

telunjukl tangannyal kel dalaml vaginal saksil LILIKl SYAFARAl 

BINTIl SURATMANl setelahl itul terdakwal memelukl badanl saksil 

LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl kemudianl terdakwal 

menggesek-gesekkanl penisnyal yangl dalaml keadaanl tegangl kel 

vaginal saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl daril 

belakangl danl padal saatl itul saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl 

SURATMANl merasal sakitl /l perihl padal vaginanyal lalul saksil LILIKl 

SYAFARAl BINTIl SURATMANl berteriakl “Tolong-tolong”l 

kemudianl terdakwal mengancaml saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl 

SURATMANl danl mengatakanl “Likl janganl berteriakl nantil sayal 

pukul”,l setelahl itul penisl terdakwal mengeluarkanl spermal dil bibirl 

vaginal saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl kemudianl 

terdakwal danl saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl 
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memakail celananyal masingl –l masingl selanjutnyal terdakwal 

memberil 2l (dua)l bungkusl makananl ringanl kepadal saksil LILIKl 

SYAFARAl BINTIl SURATMANl danl terdakwal mengatakanl 

“kamul pulang,l diaml sajal ya,l janganl bilangl samal Bapakl danl 

Ibumu“,l kemudianl saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl 

pulangl kerumah. 

 Bahwal berdasarkanl Visuml Etl Repertuml daril Rumahl Sakitl Umuml 

Daerahl dr.l Loekmonol Hadil Kabupatenl Kudusl yangl dil buatl olehl 

Dokterl ANURUDHAl BUDIl S,l Sp.OGl padal tanggall 24l junil 2016l 

telahl dilakukanl pemeriksaanl medisl terhadapl saksil LILIKl 

SYAFARAl Bintil SURATMANl denganl hasill pemeriksaanl 

sebagail berikutl : 

1) Tidakl dil jumpail adanyal tanda-tandal robekanl selaputl dara; 

2) Tidakl dijumpail adanyal tanda-tandal bekasl kekerasanl akibatl 

bendal tumpull ataul bendal tajaml disekitarl lubangl anus; 

Sebagaimanal diaturl danl diancaml pidanal dalaml Pasall 82l ayatl (1)l 

Undang-Undangl RIl Nomorl 35l Tahunl 2014l Tentangl Perubahanl Atasl 

Undang-Undangl RIl Nomorl 23l Tahunl 2002l tentangl Perlindunganl 

Anak. 

Ataul : 

Subsidairl : 

Bahwal terdakwal NARDIl Binl SUDARPO,l padal haril kamisl 

tanggall 9l Junil 2016l sekitarl jaml 10.00l WIBl ataul setidak-tidaknyal padal 
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suatul waktul didalaml tahunl 2016l bertempatl didalaml kamarl rumahl 

terdakwal NARDIl Binl SUDARPOl dil Dukuhl Demanganl Desal Mijenl 

Rt.03l Rw.06l Kec.l Kaliwungul Kab.l Kudus,l ataul setidak-l tidaknyal padal 

suatul tempatl tertentul yangl masihl termasukl daerahl Hukuml Pengadilanl 

Negeril Kudus,l telahl melakukanl kekerasanl ataul ancamanl kekerasan,l 

memaksa,l melakukanl tipul muslihat,l melakukanl serangkaianl 

kebohongan,l ataul membujukl Anakl untukl melakukanl ataul membiarkanl 

dilakukanl perbuatanl cabul,l perbuatanl tersebutl dilakukanl olehl terdakwal 

denganl cara-caral sebagail berikut: 

 Bahwal berawall padal haril kamisl tanggall 9l Junil 2016l sekitarl jaml 

10.00l WIBl saksil LILIKl SYAFARAl Bintil SURATMANl yangl 

berusial 5l (lima)l tahunl belil jajanl susul diwarungl milikl terdakwal 

NARDIl Binl SUDARPOl dil Dukuhl Demanganl Desal Mijenl Rt.03l 

Rw.06l Kec.l Kaliwungul Kab.l Kudusl kemudianl terdakwal 

memberikanl uangl sebesarl Rp.1000,l -l (seribul rupiah)l kepadal saksil 

LILIKl SYAFARAl Bintil SURATMAN,l selanjutnyal saksil LILIKl 

SYAFARAl BINTIl SURATMANl pulangl kerumahl danl sampail 

dirumahl saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl 

mengatakanl kepadal ibunyal yaitul saksil MASINIl Bintil DELANl 

bahwal saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl telahl dil beril 

uangl sebesarl Rp.1000,l -l (seribul rupiah)l olehl terdakwal NARDIl Binl 

SUDARPO,l setelahl itul saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl 

SURATMANl datangl lagil kerumahl terdakwal untukl belil jajanl lagil 
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dil warungl milikl terdakwal danl sewaktul saksil LILIKl SYAFARAl 

BINTIl SURATMANl sedangl membelil jajanl dil warungl milikl 

terdakwal kemudianl terdakwal menggandengl tanganl saksil LILIKl 

SYAFARAl BINTIl SURATMANl danl terdakwal mengatakanl 

kepadal saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl “Likl ayol 

bermainl pasaran”l kemudianl terdakwal mengajakl saksil LILIKl 

SYAFARAl BINTIl SURATMANl masukl kedalaml kamarl 

terdakwal danl setelahl didalaml kamar,l terdakwal menciuml bibirl 

saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMAN,l selanjutnyal 

terdakwal membukal celanal saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl 

SURATMANl danl padal saatl itul terdakwal hanyal memakail celanal 

pendekl yangl sobekl dil bagianl tengahl danl terdakwal tidakl memakail 

celanal dalaml kemudianl terdakwal memangkul saksil LILIKl 

SYAFARAl BINTIl SURATMANl denganl posisil terdakwal dudukl 

dil pinggirl tempatl tidurl danl saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl 

SURATMANl dudukl dil atasl pangkuanl terdakwal danl 

membelakangil terdakwal kemudianl terdakwal memasukanl jaril 

telunjukl tangannyal kel dalaml vaginal saksil LILIKl SYAFARAl 

BINTIl SURATMANl setelahl itul terdakwal memelukl badanl saksil 

LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl kemudianl terdakwal 

menggesek-gesekkanl penisnyal yangl dalaml keadaanl tegangl kel 

vaginal saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl daril 

belakangl danl padal saatl itul saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl 
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SURATMANl merasal sakitl /l perihl padal vaginanyal lalul saksil LILIKl 

SYAFARAl BINTIl SURATMANl berteriakl “Tolong-tolong”l 

kemudianl terdakwal mengancaml saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl 

SURATMANl danl mengatakanl “Likl janganl berteriakl nantil sayal 

pukul”,l setelahl itul penisl terdakwal mengeluarkanl spermal dil bibirl 

vaginal saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl kemudianl 

terdakwal danl saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl 

memakail celananyal masingl –l masingl selanjutnyal terdakwal 

memberil 2l (dua)l bungkusl makananl ringanl kepadal saksil LILIKl 

SYAFARAl BINTIl SURATMANl danl terdakwal mengatakanl 

“kamul pulang,l diaml sajal ya,l janganl bilangl samal Bapakl danl 

Ibumu“,l kemudianl saksil LILIKl SYAFARAl BINTIl SURATMANl 

pulangl kerumah. 

 Bahwal berdasarkanl Visuml Etl Repertuml daril Rumahl Sakitl Umuml 

Daerahl dr.l Loekmonol Hadil Kabupatenl Kudusl yangl dil buatl olehl 

Dokterl ANURUDHAl BUDIl S,l Sp.OGl padal tanggall 24l junil 2016l 

telahl dilakukanl pemeriksaanl medisl terhadapl saksil LILIKl 

SYAFARAl Bintil SURATMANl denganl hasill pemeriksaanl 

sebagail berikutl : 

1) Tidakl dil jumpail adanyal tanda-tandal robekanl selaputl dara; 

2) Tidakl dijumpail adanyal tanda-tandal bekasl kekerasanl akibatl 

bendal tumpull ataul bendal tajaml disekitarl lubangl anus; 
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Sebagaimanal diaturl danl diancaml pidanal dalaml Pasall 82l ayatl (1)l 

Undang-Undangl RIl Nomorl 35l Tahunl 2014l Tentangl Perubahanl Atasl 

Undang-Undangl RIl Nomorl 23l Tahunl 2002l tentangl Perlindunganl 

Anak. 

d. Pertimbanganl Yangl Lengkap 

Menimbang,l bahwal atasl dakwaanl Jaksal Penuntutl Umuml dil atasl 

Terdakwal maupunl Penasehatl Hukuml Terdakwal tidakl mengajukanl 

keberatan/eksepsi; 

Menimbang,l bahwal untukl membuktikanl dakwaannyal Penuntutl 

Umuml dil persidanganl telahl mengajukanl saksi-saksil yangl diperiksal 

secaral terpisahl memberikanl keteranganl dil bawahl sumpahl kecualil saksil 

LILIKl SYAFARAl Bintil SURATMANl memberikanl keteranganl tanpal 

disumpahl karenal masihl berumurl 5l (lima)l tahun,l paral saksil 

menerangkanl untukl selengkapnyal sebagaimanal terteral dalaml Berital 

Acaral Persidanganl perkaral ini,l sertal untukl menyingkatl uraianl putusanl 

inil tidakl akanl dikutipl seluruhnyal disini,l namunl padal pokoknyal dapatl 

diutarakanl sebagail berikutl : 

1) Saksil LILIKl SYAFARAl Bintil SURATMAN 

 Bahwal saksil membelil jajanl susul dil warungl milikl Terdakwal dil 

Dukuhl Demanganl Desal Mijenl Rt.l 03l Rw.l 06l Kecamatanl 

Kaliwungul Kabupatenl Kudusl kemudianl Terdakwal 

memberikanl uangl sebesarl Rp.1.000,l -l (seribul rupiah)l kepadal 

saksil danl selanjutnyal saksil pulangl kel rumah; 
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 Bahwal setelahl itul saksil datangl lagil kel rumahl Terdakwal untukl 

belil jajanl lagil dil warungl milikl Terdakwal danl sewaktul saksil 

sedangl membelil jajanl dil warungl milikl Terdakwal kemudianl 

Terdakwal menggandengl tanganl saksil danl Terdakwal 

mengatakanl kepadal saksil “Likl ayol bermainl pasaran”l 

kemudianl Terdakwal mengajakl saksil masukl kedalaml kamarl 

Terdakwa; 

 Bahwal setelahl dil dalaml kamar,l Terdakwal menciuml bibirl saksi,l 

selanjutnyal Terdakwal membukal celanal saksil kemudianl 

Terdakwal memangkul saksil denganl posisil saksil dudukl dil atasl 

pangkuanl Terdakwal danl membelakangil Terdakwa; 

 Bahwal kemudianl Terdakwal memasukanl jaril telunjukl 

tangannyal kel dalaml vaginal saksil setelahl itul Terdakwal 

memelukl badanl saksil kemudianl Terdakwal menggesek-

gesekkanl penisnyal yangl dalaml keadaanl tegangl kel vaginal saksil 

daril belakangl danl padal saatl itul saksil merasal sakitl /l perihl padal 

vaginanyal lalul saksil berteriakl “Tolong-tolong”l kemudianl 

Terdakwal mengancaml saksil danl mengatakanl “Likl janganl 

berteriakl nantil sayal pukul”,l setelahl itul penisl Terdakwal 

mengeluarkanl spermal dil bibirl vaginal danl celanal saksil 

kemudianl Terdakwal danl saksil memakail celananyal masing-

masing; 
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 Bahwal selanjutnyal Terdakwal memberil 2l (dua)l bungkusl 

makananl ringanl kepadal saksil danl Terdakwal mengatakanl 

“kamul pulang,l diaml sajal ya,l janganl bilangl samal Bapakl danl 

Ibumu“,l kemudianl saksil pulangl kerumah; 

Atasl keteranganl saksil tersebutl dil atasl Terdakwal menyatakanl 

bahwal Terdakwal tidakl pernahl mengancaml saksi; 

2) Saksil MASINIl Bintil DELAN 

 Bahwal saksil adalahl ibul daril saksil LILIKl SYAFARAl Bintil 

SURATMANl yangl berusial 5l (lima)l tahun; 

 Bahwal saksil kenall denganl Terdakwal karenal Terdakwal adalahl 

tetanggal saksil danl tidakl adal hubunganl keluarga;l -l Bahwal padal 

haril Kamisl tanggall 09l Junil 2016l sekitarl jaml 10.00l WIBl saksil 

LILIKl SYAFARAl membelil jajanl susul diwarungl milikl 

Terdakwal dil Dukuhl Demanganl Desal Mijenl Rt.l 03l Rw.l 06l 

Kecamatanl Kaliwungul Kabupatenl Kudus; 

 Bahwal padal saatl saksil LILIKl SYAFARAl pulangl kerumahl 

saksil LILIKl SYAFARAl mengatakanl kepadal saksil bahwal 

saksil LILIKl SYAFARAl telahl dil beril uangl sebesarl Rp.1.000,l -l 

(seribul rupiah)l olehl Terdakwa; 

 Bahwal setelahl itul saksil LILIKl SYAFARAl datangl lagil kel 

rumahl Terdakwal untukl belil jajanl lagil dil warungl milikl 

Terdakwa; 
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 Bahwal kemudianl saksil LILIKl SYAFARAl pulangl kerumahl 

danl sampail dirumahl kemudianl saksil LILIKl SYAFARAl 

menggantil celananyal lalul saksil bertanyal kepadal saksil LILIKl 

SYAFARAl “kenapal kokl gantil celanal kanl barul sajal ganti?”l 

kemudianl saksil LILIKl SYAFARAl menjawabl “sayal dikasihl 

buntutnyal (penis)l Pakl DIl (terdakwal NARDIl Binl SUDARPO)l 

disini”l danl padal saatl itul saksil LILIKl SYAFARAl menunjukl 

vaginanya; 

 Bahwal selanjutnyal saksil melihatl adal spermal dil celanal saksil 

LILIKl SYAFARAl begitul pulal divaginal danl dipantatl saksil 

LILIKl SYAFARAl jugal adal sperma; 

 Bahwal benarl saksil LILIKl SYAFARAl mengeluhl sakitl padal 

saatl buangl airl kecil; 

 Bahwal kemudianl saksil memberitahul hall tersebutl kepadal 

suamil saksil yaitul saksil SURATMANl Binl DARJAN; 

 Bahwal selanjutnyal saksil danl saksil SURATMANl 

memeriksakanl saksil LILIKl SYAFARAl kel Puskesmasl 

Kaliwungul danl padal saatl itul saksil membawal celanal saksil 

LILIKl SYAFARAl yangl adal sperma; 

 Bahwal kemudianl Dokterl NOORl CHAMIDAHl yangl telahl 

memeriksal saksil LILIKl SYAFARAl menjelaskanl bahwal 

terdapatl lukal lecetl dibibirl vaginal saksil LILIKl SYAFARA; 
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 Bahwal selanjutnyal saksil LILIKl SYAFARAl jugal diperiksal dil 

Rumahl Sakitl Umuml Daerahl dr.l Loekmonol Hadil Kabupatenl 

Kudus; 

Atasl keteranganl saksil tersebutl Terdakwal menyatakanl benarl 

danl tidakl keberatan; 

3) Saksil SURATMANl Binl DARJAN: 

 Bahwal saksil adalahl ayahl daril saksil LILIKl SYAFARAl Bintil 

SURATMANl yangl berusial 5l (lima)l tahun; 

 Bahwal saksil kenall denganl Terdakwal karenal Terdakwal 

NARDIl Binl SUDARPOl adalahl tetanggal saksil danl tidakl adal 

hubunganl keluarga; 

 Bahwal padal haril Kamisl tanggall 09l Junil 2016l sekitarl jaml 10.00l 

WIBl saksil diberitahul olehl istril saksil yaitul saksil MASINIl Bintil 

DELANl bahwal padal saatl saksil LILIKl SYAFARAl pulangl 

kerumahl setelahl belil jajanl dil warungl milikl Terdakwal NARDIl 

Binl SUDARPOl dil Dukuhl Demanganl Desal Mijenl Rt.l 03l Rw.l 06l 

Kecamatanl Kaliwungul Kabupatenl Kudusl kemudianl saksil 

LILIKl SYAFARAl menggantil celananyal lalul saksil MASINIl 

bertanyal kepadal saksil LILIKl SYAFARAl “kenapal kokl gantil 

celanal kanl barul sajal ganti?”l kemudianl saksil LILIKl SYAFARAl 

menjawabl “sayal dikasihl buntutnyal (penis)l Pakl DIl (terdakwal 

NARDIl Binl SUDARPO)l disini”l danl padal saatl itul saksil LILIKl  

SYAFARAl menunjukl vaginanya; 
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 Bahwal setelahl itul saksil menanyakanl hall tersebutl kepadal saksil 

LILIKl SYAFARAl danl jawabanl saksil LILIKl SYAFARAl samal 

denganl yangl diceritakanl saksil MASINI; 

 Bahwal saksil LILIKl SYAFARAl mengatakanl telahl diberil uangl 

sebesarl Rp.1.000,l -l (seribul rupiah)l olehl Terdakwa; 

 Bahwal benarl saksil LILIKl SYAFARAl mengeluhl sakitl padal 

saatl buangl airl kecil; 

 Bahwal selanjutnyal saksil danl saksil MASINIl memeriksakanl 

saksil LILIKl SYAFARAl kel Puskesmasl Kaliwungul danl padal 

saatl itul saksil membawal celanal saksil LILIKl SYAFARAl yangl 

adal spermal Terdakwa; 

 Bahwal kemudianl Dokterl NOORl CHAMIDAHl yangl telahl 

memeriksal saksil LILIKl SYAFARAl menjelaskanl bahwal 

terdapatl lukal lecetl dibibirl vaginal saksil LILIKl SYAFARA; 

 Bahwal selanjutnyal saksil LILIKl SYAFARAl jugal diperiksal dil 

Rumahl Sakitl Umuml Daerahl dr.l Loekmonol Hadil Kabupatenl 

Kudus; 

 Bahwal 1l (satu)l potongl celanal pendekl warnal hijaul danl 1l (satu)l 

potongl kaosl lenganl pendekl warnal pinkl adalahl milikl saksil 

LILIKl SYAFARAl yangl dipakail padal saatl kejadian; 

Atasl keteranganl saksil tersebutl Terdakwal menyatakanl benarl 

danl tidakl keberatan; 

4) Saksil Dokterl NOORl CHAMIDAHl Bintil MUCHSON 
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 Bahwal pekerjaanl saksil adalahl Dokterl umuml dil Puskesmsl 

Kaliwungu; 

 Bahwal padal haril Kamisl tanggall 09l Junil 2016l sekitarl jaml 11.30l 

WBl saksil SURATMANl datangl kel Puskesmasl Kaliwungul 

untukl memeriksakanl anaknyal yaitul saksil LILIKl SYAFARAl 

yangl berusial (lima)l tahun; 

 Bahwal saksil telahl memeriksal saksil LILIKl SYAFARAl danl 

saksil melihatl adal lukal lecetl dil bibirl vaginal saksil LILIKl  

SYAFARA; 

 Bahwal padal saatl itul saksil SURATMANl membawal danl 

menunjukkanl celanal saksil LILIKl SYAFARAl yangl adal 

sperma; 

 Bahwal saksil tidakl melihatl secaral jelasl selaputl daral /l hymenl 

saksil LILIKl SYAFARA; 

Atasl keteranganl saksil tersebutl Terdakwal menyatakanl tidakl 

tahu; 

e. Tuntutanl Pidanal Penuntutl Umum 

MENUNTUT 

Supayal Majelisl Hakiml Pengadilanl Negeril Kudusl yangl 

memeriksal danl mengadilil perkaral inil memutuskanl : 

1) Menyatakanl terdakwal NARDIl Binl SUDARPOl bersalahl 

melakukanl tindakl pidanal “Perbuatanl Cabull Terhadapl Anak”l 

sebagaimanal diaturl danl diancaml pidanal dalaml Pasall 82l ayatl (1)l 
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Undang-Undangl RIl Nomorl 35l Tahunl 2014l Tentangl Perubahanl 

Atasl Undang-Undangl RIl Nomorl 23l Tahunl 2002l tentangl 

Perlindunganl Anak; 

2) Menjatuhkanl pidanal terhadapl terdakwal NARDIl Binl SUDARPOl 

denganl pidanal penjaral selamal 10l (sepuluh)l tahunl dikurangil 

selamal terdakwal beradal dalaml tahananl sementaral danl denganl 

perintahl terdakwal tetapl ditahanl danl dendal sebesarl 

Rp.100.000.000,l -l (seratusl jutal rupiah)l subsidairl 6l (enam)l bulanl 

kurungan; 

3) Menyatakanl barangl buktil berupal : 

 1l (satu)l potongl celanal pendekl warnal hijau;l  

 1l (satu)l potongl kaosl lenganl pendekl warnal pink;l  

Dikembalikanl kepadal saksil LILIKl SYAFARAl Bintil 

SURATMANl  

 1l (satu)l potongl celanal pendekl warnal hitaml yangl sobekl dil 

bagianl selangkanganl /l tengah;l  

Dikembalikanl kepadal terdakwal NARDIl Binl SUDARPO 

4) Membebankanl biayal perkaral inil kepadal terdakwal sebesarl 

Rp.2000,l -l (dual ribul rupiah) 

f. Peraturanl Undang-undangl yangl Menjadil Dasarl Pemidanaan 

Menimbang,l bahwal Terdakwal diajukanl olehl Penuntutl Umuml 

denganl dakwaanl tunggall yaitul perbuatanl Terdakwal diaturl danl diancaml 

pidanal dalaml Pasall 82l ayatl (1)l Undang-undangl Republikl Indonesial 
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Nomorl 35l tahunl 2014l tentangl Perubahanl atasl Undang-undangl 

Republikl Indonesial Nomorl 23l tahunl 2002l tentangl Perlindunganl Anakl 

yangl unsur-unsurnyal adalahl sebagail berikut:l  

1) Setiapl orangl  

2) Melakukanl kekerasanl ataul ancamanl kekerasan,l memaksa,l 

melakukanl tipul muslihat,l melakukanl serangkaianl kebohongan,l 

ataul membujukl anakl untukl melakukanl ataul membiarkanl 

dilakukanl perbuatanl cabul 

Menimbang,l bahwal berdasarkanl Pasall 1l angkal 1l UUl No.l 35l 

Tahunl 2014l tentangl Perlindunganl Anak,l yangl disebutl sebagail anakl 

adalahl seseorangl yangl beluml berusial 18l (delapanl belas)l tahun,l 

termasukl anakl yangl masihl dalaml kandungan; 

Menimbang,l bahwal olehl karenal Terdakwal telahl dinyatakanl telahl 

terbuktil bersalahl melakukanl tindakl pidanal sebagaimanal dalaml 

Dakwaanl Penuntutl Umum,l sedangkanl menurutl pengamatanl Majelisl 

Hakiml selamal persidanganl tidakl ditemukanl adanyal alasanl pembenarl 

terhadapl perbuatanl Terdakwal tersebutl danl jugal tidakl ditemukanl alasanl 

pemaafl terhadapl diril Terdakwal sebagail alasan-alasanl yangl dapatl 

menghapuskanl pertanggungjawabanl pidana,l makal olehl karenal itul 

terhadapl diril Terdakwal haruslahl dijatuhil pidanal yangl setimpall denganl 

tingkatl perbuatanl danl kesalahannyal sebagaimanal diaturl dalaml Pasall 

193l ayatl (1)l KUHAPl ; 
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Menimbang,l bahwal sesuail denganl ketentuanl pasall 22l ayatl (4)l 

KUHAPl olehl karenal paral Terdakwal dalaml perkaral inil ditangkapl danl 

ditahan,l makal Majelisl perlul menetapkanl agarl hukumanl yangl akanl 

dijalanil olehl Terdakwal tersebutl akanl dikurangkanl seluruhnyal daril 

masal penangkapanl danl penahananl yangl telahl dijalanil olehl Terdakwa; 

g. Haril danl Tanggall Diadakannyal Musyawarahl Majelis 

Sidangl Permusyawaratanl Majelisl Hakiml Pengadilanl Negeril 

Kudusl padal haril Senin,l 26l Septemberl 2016. 

h. Pernyataanl Kesalahanl Terdakwa 

Menyatakanl terdakwal NARDIl Binl SUDARPOl bersalahl 

melakukanl tindakl pidanal “Perbuatanl Cabull Terhadapl Anak” 

i. Pembebananl Biayal Perkaral danl Penentuanl Barangl Bukti 

Membebankanl kepadal terdakwal untukl membayarl biayal perkaral 

sebesarl Rp.2000,l -l (dual ribul rupiah). 

Menyatakanl barangl buktil berupal : 

- 1l (satu)l potongl celanal pendekl warnal hijau; 

- 1l (satu)l potongl kaosl lenganl pendekl warnal pink;l  

Dikembalikanl kepadal saksil LILIKl SYAFARAl Bintil SURATMAN 

- 1l (satu)l potongl celanal pendekl warnal hitaml yangl sobekl dil bagianl 

selangkanganl /l tengah; 

Dikembalikanl kepadal terdakwal NARDIl Binl SUDARPO 

j. Perintahl Penahanan,l Tetapl Dalaml Tahananl ataul Pembebasan 
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Menjatuhkanl pidanal terhadapl terdakwal NARDIl Binl SUDARPOl 

denganl pidanal penjaral selamal 10l (sepuluh)l tahunl dikurangil selamal 

terdakwal beradal dalaml tahananl sementaral danl denganl perintahl 

terdakwal tetapl ditahanl danl dendal sebesarl Rp.100.000.000,l -l (seratusl 

jutal rupiah)l subsidairl 6l (enam)l bulanl kurungan. 

k. Haril danl Tanggall Putusan,l Namal Penuntutl Umum,l Hakiml yangl 

Memutus,l danl Panitera 

Putusanl Tersebutl dibacakanl padal haril Rabu,l 28l Septemberl 2016; 

Namal Penuntutl Umuml  :l ATIl ARIYATI,l S.H 

Namal Hakiml Ketua  :l WIJAWIYATA,l S.H 

Namal Panitera   :l TBl ROKYl S,l S.H 

Adapunl pertimbanganl hakiml dalaml menjatuhkanl sanksil l 

putusanl perkaral tindakl pidanal anakl dalaml kasusl nomorl 

96/Pid.Sus/2016/PN.Kdsl : 

Putusanl hakiml merupakanl puncakl daril suatul perkaral yangl sedangl 

diperiksal danl diadilil olehl Hakiml tersebut.l Olehl karenal itu,l tentul sajal Hakiml 

membuatl keputusanl harusl memperhatikanl segalal aspekl didalamnya,l mulail 

daril perlunyal kehati-hatian,l dihindaril sedikitl mungkinl ketidakcermatan,l 

baikl yangl bersifatl formall maupunl yangl bersifatl materiil,l sampail denganl 

adanyal kecakapanl teknikl membuatnya.l Jikal hal-hall negatifl dapatl dihindari,l 

tentul sajal diharapkanl dalaml diril hakiml lahir,l tumbuh,l danl berkembangl 

adanyal sikapl ataul sifatl kepuasanl morall jikal kemudianl putusannyal itul dapatl 

menjadil tolakl ukurl untukl perkaral yangl sama,l ataul dapatl menjadil bahanl 
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referensil bagil kalanganl teoritisl maupunl kalanganl praktisil hukuml sertal 

kepuasanl nuranil sendiril jikal putusannyal dikuatkanl danl tidakl dibatalkanl olehl 

pengadilanl yangl lebihl tinggi. 

Pertimbanganl Hakiml dalaml Menjatuhkanl Sanksil Putusanl Perkaral 

Tindakl Pidanal Anakl Dalaml Kasusl Nomorl 96/Pid.Sus/2016/PN.Kds39 

Menimbang,l bahwal berdasarkanl pasall 182l ayatl (4)l KUHAPl dasarl 

Majelisl Hakiml untukl melakukanl musyawarahl dalaml rangkal menjatuhkanl 

putusanl adalahl suratl dakwaanl danl faktal hukuml yangl terungkapl dil 

persidangan,l karenanyal yangl harusl dipertimbangkanl lebihl lanjutl adalahl 

apakahl berdasarkanl fakta-faktal hukuml tersebutl terdakwal dapatl dinyatakanl 

telahl melakukanl tindakl pidanal sebagaimanal yangl dil dakwakanl kepadanya; 

Menimbang,l bahwal dapatl menyatakanl seseorangl telahl melakukanl 

suatul tindakl pidana,l makal perbuatannyal harusl memenuhil seluruhl rumusanl 

unsurl delikl yangl didakwakanl kepadanya; 

Menimbang,l bahwal olehl karenal terdakwal telahl dinyatakanl terbuktil 

bersalahl melakukanl tindakl pidanal makal berdasarkanl pasall 193l ayatl (1)l 

KUHAPl terdakwal haruslahl dijatuhil pidanal titikl danl agarl pidanal yangl akanl 

dijatuhkanl kelakl memenuhil rasal keadilanl makal perlul dipertimbangkanl 

terlebihl dahulul keadaanl yangl memberatkanl danl meringankanl sebagail 

berikut: 

Keadaanl yangl memberatkanl : 
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l Hasill wawancaral dil Pengadilanl Negeril Kudusl denganl Hakiml Bapakl Dewantorol SH.,l MH.,l 

Tanggall 09l Julil 2021,l Jaml 10.00 
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- Perbuatanl Terdakwal meresahkanl masyarakat;l  

- Perbuatanl Terdakwal membuatl traumal danl merusakl masal depanl saksil 

LILIKl SYAFARA 

Keadaanl yangl meringankan: 

- Terdakwal bersikapl sopanl selamal persidanganl  

- Terdakwal beluml pernahl dihukuml  

Menimbang,l bahwal dalaml menjatuhkanl pidanal kepadal Terdakwa,l 

Majelisl Hakiml mempertimbangkanl pulal bahwal penjatuhanl pidanal 

bukanlahl ditujukanl sebagail pembalasan,l namunl merupakanl suatul upayal 

agarl Terdakwa/Terpidanal menyadaril kesalahannya,l memperbaikil dirinya,l 

danl tidakl mengulangil lagil tindakl pidanal sehinggal dapatl diterimal kembalil 

olehl lingkunganl masyarakatl danl dapatl hidupl secaral wajarl sebagail wargal 

yangl baikl danl bertanggungl jawab.l Penegakanl hukuml tidakl hanyal 

diharapkanl dapatl mewujudkanl Legall justicel (Keadilanl Hukum),l namunl 

jugal diharapkanl dapatl mewujudkanl Sociall justicel (Keadilanl Sosial/l 

Masyarakat)l danl Morall justicel (Keadilanl Moral); 

Menimbang,l bahwal denganl memperhatikanl hal-hall yangl 

memberatkanl maupunl hal-hall yangl meringankanl jugal pertimbanganl daril 

Majelisl Hakiml tersebut,l makal menurutl hematl Majelis,l pidanal yangl 

dijatuhkanl kepadal Terdakwal sebagaimanal disebutkanl dalaml putusanl telahl 

tepatl danl adil;l  

Menimbang,l bahwal olehl karenal dalaml dalaml Pasall 82l Undang-

undangl Republikl Indonesial Nomorl 35l tahunl 2014l tentangl Perubahanl atasl 
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Undang-undangl Republikl Indonesial Nomorl 23l tahunl 2002l tentangl 

Perlindunganl Anakl selainl penjatuhanl pidanal pokokl penjaral jugal ditentukanl 

adanyal penjatuhanl pidanal dendal makal terhadapl Terdakwal selainl dijatuhil 

pidanal penjaral jugal akanl dijatuhil pidanal dendal yangl jumlahnyal akanl 

disebutkanl dalaml putusanl inil denganl ketentuanl apabilal pidanal dendal 

tersebutl tidakl dibayarl olehl Terdakwal makal terhadapl Terdakwal akanl 

dikenakanl pidanal kurunganl yangl lamanyal akanl disebutkanl dalaml putusan;l  

2. Kendalal danl Solusil Penegakl Hukuml Saatl Mengimplementasikanl 

Perlindunganl Hakl Anakl Korbanl dalaml Prosesl Penyelesaianl Perkaral 

Pidanal Anakl dil Pengadilanl Negeril Kudus. 

Menurutl Bapakl Dewantoro,l S.H.,l M.H.l selakul Hakiml Pratamal Utamal 

dil Pengadilanl Negeril Kudusl dalaml mengatasil perkaral Penegakl Hukuml jugal 

memilikil beberapal kendala,l diantaranyal : 

a. Dalaml perkaral tertentul seperti,l pelecehanl seksual,l perdaganganl orang,l 

penyiksaan,l dll.l Pelakul dapatl dikenakanl Restitusi.l Restitusil yangl 

dimaksudl ialahl : 

 Gantil kerugianl yangl diberikanl kepadal Korbanl ataul Keluarganyal 

olehl pelakul ataul pihakl ketiga.”l (Pasall 1l Angkal 11l UUl 31l Tahunl 

2014l Tentangl Perubahanl Atasl Undang-Undangl Nomorl 13l Tahunl 

2006l Tentangl Perlindunganl Saksil Danl Korban).l pembayaranl gantil 

kerugianl yangl dibebankanl kepadal pelakul berdasarkanl putusanl 

pengadilanl yangl berkekuatanl hukuml tetapl atasl kerugianl materiill 
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dan/ataul immateriill yangl diderital korbanl ataul ahlil warisnya”l (Pasall 

1l angkal 1l PPl 43/2017). 

 Danl kesulitanl Penegakl Hukuml sendiril ialahl ketikal Restitusil telahl 

diputus,l apabilal pelakul tidakl maul membayarl makal beluml terdapatl 

lembagal yangl memilikil hakl untukl memaksal pelakul untukl 

membayar. 

 Dalaml mengatasil restitusil adal beberapal solusil untukl terdakwal yangl 

termasukl dalaml perlindunganl hukuml LPSKl (Lembagal 

Perlindunganl Saksil danl Korban).l Denganl cara,l mendapatl 

kompensasil yangl diberikanl olehl negaral karenal pelakul tidakl mampul 

memberikanl gantil kerugianl sepenuhnyal yangl menjadil tanggungl 

jawabnyal kepadal Korbanl ataul Keluarganya. 

b. Hakl anakl dalaml mengikutil prosesl persidangan.l Ditambahl lagil denganl 

adanyal pandemil yangl mengharuskanl prosesl persidanganl dilakukanl 

secaral online.l Sebagail anakpunl tidakl bisal leluasal menelusuril perakaral 

yangl sedangl diproses.l Karenal telahl diwakilkanl kepadal Jaksal sebagail 

orangl yangl lebihl berwenang.l Saksil /l Korbanl hanyal akanl menerimal 

sebuahl putusan.l Memilikil solusi,l orangl tual korbanl harusl lebihl aktifl 

dalaml perkembanganl perkaral anak.l Misalnya,l proaktifl dalaml bertanyal 

kepadal penegakl hukuml yangl mengatasil perkaral tersebut,l baikl itul Jaksa,l 

Hakiml maupunl aparatl Kepolisian.l 
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BABl IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanl hasill penelitianl danl pembahasanl yangl dil kemukakanl dil atasl 

penulisl dapatl menarikl kesimpulanl : 

1. Perlindunganl hukuml terhadapl Anakl korbanl dalaml kasusl Pidanal Anakl inil 

merupakanl segalal kegiatanl untukl menjamin/melindungil anakl danl hak-

haknyal agarl dapatl hidup,l tumbuh,l berkembang,l danl berpartisipasi,l secaral 

optimall sesuail denganl harkatl danl martabatl kemanusiaan,l sertal mendapatl 

Perlindunganl daril kekerasandanl diskriminasi.l Perlindunganl hukuml untukl 

memperolehl jaminanataul santunanl hukuml atasl penderitaan/kerugianl 

orangl yangl telahl menjadil korbanl tindakl pidana,l bentukl santunanl itul dapatl 

berupal pemulihanl namal baikl (rehabilitasi),l pemulihanl keseimbanganl batinl 

(antaral lainl denganl pemaaafan),l pemberianl Restitusi.l Apabilal daril pihakl 

korbanl danl keluargal korbanl tidakl menyetujuil diselesaikkanl secaral 

kekeluargaanl makal penyelesaianl dilanjutkanl prosesl penyelesaianl 

pemeriksaanl dil Pengadilanl Negeril Kudus. 

2. Kendala-kendalal yangl dihadapil Penegakl Hukuml dalaml menanganil Tindakl 

Pidanal Anakl dil Kudusl selamal prosesl persidanganl terdapatl beberapal poin,l 

diantaranya:l Terdapatl kesulitanl sendiril dalaml penyelesaianl Restitusi.l 

Apabilal pelakul tidakl maul membayarl makal beluml terdapatl lembagal yangl 

memilikil hakl untukl memaksal pelakul untukl membayar.l Hall inil cukupl 

memberatkanl terdakwal karenal apabilal Restitusil tidakl dibayarkanl makal 
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akanl mendapatl tambahanl hukumanl Pidanal ataul tidakl akanl mendapatl 

keringanan. 

Danl Hakl Anakl dalaml mengikutil prosesl persidanganl jugal merupakanl 

salahl satul kendalal Penegakl Hukum.l Saksil anakl tidakl bisal leluasal untukl 

menelusuril perkaral yangl sedangl diprosesl karenal perkaral tersebutl telahl 

diwakilkanl kepadal Jaksal sebagail orangl yangl lebihl berwenangl dalaml prosesl 

persidangan.l Saksi/Korbanl hanyal akanl menerimal sebuahl putusanl yangl 

telahl ditanganil olehl pihakl yangl berwenang.l Bilal inginl mengetahuil prosesl 

perkara,l orangl tual korban/saksil harusl lebihl aktifl dalaml hall penelusuranl 

perkara. 

 

B. Saran 

Dalaml skripsil ini,l penulisl memilikil saranl sebagail berikutl : 

1. Hendaknyal dikemudianl haril apabilal adal kasusl serupa,l upayal perlindunganl 

terhadapl anakl korbanl tindakl pidanal harusl lebihl diperhatikanl lagi,l danl janganl 

hanyal memperhatikanl hak-hakl terdakwal sajal yangl dilindungil melainkanl 

hakl daril korbanl jugal harusl diperhatikan.l Olehl sebabl itul peranl Komisil 

Perlindunganl Anakl Indonesial (KPAI)l Sebagail kepanjanganl tanganl daril 

Negaral harusl lebihl aktifl dalaml memastikanl pengawasan.l  

2. Olehl karenal itul KPAIl danl pemerintahl seharusnyal lebihl pedulil denganl Hakl 

Korban,l bekerjal ssamal untukl masal depanl anakl yangl lebihl amanl dil matal 

Hukum.l Agarl hak-hakl korbanl anakl dapatl dipenuhil sepertil rasal aman,l rasal 

keadilan,l tidakl diskrinatifl danl kepastianl hukum. 
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